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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PIMIK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi
Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan perkiraan alokasi
tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, telah ditetapkan perubahan perkiraan
alokasi tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
Anggaran 2010.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2
Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu Rl
13/PMK.07/2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan
Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini didasarkan atas rencana penerimaan
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2010 serta
asumsi indikator ekonomi makro dengan tingkat harga minyak mentah sebesar USS80/barrel dan
dengan nilai tukar Rp9.200/USS1. Perkiraan alokasi tambahan DBH SDA Migas adalah sebesar
Rp743.157.881.000,00 dengan rincian Perkiraan alokasi tambahan DBH SDA yang berasal dari
Pertambangan Minyak Bumi adalah 55% (lima puluh lima persen) dari perkiraan total penerimaan
negara yang berasal dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu
sebesar Rp349.141.471.000,00 dan Perkiraan alokasi tambahan DBH SDA yang berasal dari
Pertambangan Gas Bumi adalah 40% (empat puluh persen) dari Perkiraan total Penerimaan Negara
yang berasal dari Sumber Daya Alam Gas Bumi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebesar
Rp394.016.410.000,00. Dalam hal terdapat perubahan asumsi indikator ekonomi makro
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2010, maka
perkiraan alokasi DBH SDA Migas perlu dilakukan penyesuaian.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2010 dan diundangkan pada tanggal 7
Oktober 2010.



